DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang . 2018-2019

Masa Sidang :

Rapat © Ke-

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal . Selasa, 2 Oktober 2018

Sifat . Terbuka

Pukul : 14.00 WIB s.d 18.00 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara

Acara . Pembahasan rincian anggaran untuk fungsi dan program masing-

masing unit Eselon | Setjen, Itien, Ditien Perkeretaapian,
BPSDMP, Balitbang dan BPTJ Kementerian Perhubungan dalam

RAPBN TA 2019.

Ketua Rapat . Lasarus, S.Sos, MSi

Sekretaris . Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi

Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra . Sekjen, Irjen, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM-P, Kepala
Balitbang dan Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan beserta
jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

PENDAHULUAN

1.

Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan

Sekjen, Irjen, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM-P, Kepala Balitbang dan Kepala BPTJ
Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah pembahasan lanjutan mengenai rincian
anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon | Ditien Perkeretaapian, BPTJ,
Setjen, Itien, BPSDM-P dan Balitbang Kementerian Perhubungan dalam RAPBN TA 2019.

. Ketua Rapat mempersilakan Sekjen, Irjen, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM-P, Kepala

Balitbang dan Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan
penjelasannya.

. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan

pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2



Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1,

Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, Kepala Balitbang,
dan Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan mengenai rencana rincian kegiatan/kerja dan
anggaran Setjen, Itien, BPSDM, Balitbang, dan BPTJ Kementerian Perhubungan, termasuk
program kegiatan strategis Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Rapat Kerja dengan Menteri
Perhubungan pada tanggal 3 September 2018, sebagai berikut:

Dalamn ribuan Rupiah

N PENYESUAIAN
PAGU NOTA
PROGRAM/ UNIT KERJA KEBUTUHAN KEUANGAN KEKURANGAN
RAPBN TA 2019
SEKRETARIAT JENDERAL

(Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perhubungan)

941.157.698 701.230.746 (239.926.952)

INSPEKTORAT JENDERAL
(Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perhubungan)
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

(Program Penelitian dan 189.863.362 138.253.242 (51.610.120)
Pengembangan Kementerian
Perhubungan)

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN 7.584.957.494 3.758.406.165 | (3.826.551.329)
(Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan)
BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JABODETABEK
(Program Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek)

110.958.373 107.671.530 (3.286.843)

2.306.834.138 162.690.564 | (2.144.143.574)

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Setjen, Itien, BPSDM, Balitbang, dan BPTJ
Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan tambahan anggaran sesuai dengan mekanisme
pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Komisi V DPR RI| akan melakukan pendalaman terhadap penjelasan Dirjen Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan mengenai rencana rincian kegiatan/kerja dan anggaran Ditjen
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, termasuk program kegiatan strategis Tahun Anggaran
2019 sesuai dengan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan pada tanggal 3 September 2018,
yaitu pagu kebutuhan sebesar Rp. 35.785.462.355.000, pagu penyesuaian Nota Keuangan
RAPBN TA 2019 sebesar Rp. 15.167.603.688.000 dan kekurangan sebesar
Rp. 20.617.858.667.000.

Komisi V DPR RI bersama Setjen, Itjen, Ditjen Perkeretaapian, BPSDM, Balitbang, dan BPTJ
Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan rincian kegiatan Sefjen, Itjen, Ditjen
Perkeretaapian, BPSDM, Balitbang, dan BPTJ Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran
2019 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan hasil Rapat Kerja/Rapat
Dengar Pendapat Komisi V DPR RI.




4. Komisi V DPR RI bersama Setjen, ltien, Ditjen Perkeretaapian, BPSDM, Balitbang, dan BPTJ
Kementerian Perhubungan setuju rincian kegiatan disusun berdasarkan kebijakan direktif Presiden
dan Wakil Presiden, hasil sidang kabinet, hasil kunjungan kerja, Rapat Kerja/Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi V DPR RI secara proporsional sesuai persyaratan dan ketentuan yang
berlaku.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 2 Oktober 2018
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